BUPATI BONE
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR v TAHUN 2018

TENT ANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGRUTAN UMUM DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah

Mengingat

Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan
Bermotor, perlu dilaksanakan untuk mewujudkan
ketertiban, keselamatan, keamanan, kelancaran dan
kenyamanan dalam berlalu lintas;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, periu menetapkan Peraturan
Bupati Bone tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan
Bermotor;

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat T di Sulawesi
{Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang -~ Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana ([Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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Undang ~ Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomopr 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Pepataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laiu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025},
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajk Dactrah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 5049);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);



11.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

12,

I13.

14.

15.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 35587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomer 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Ttahun 1983 tentang Pelaksansan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ([Lembaran Negara
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20.

21.

22.

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145});
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3838};

Peraturan Pemernintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomur 4655);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2010 tentang Anglkutan di Perairan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5108);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,
Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lahg
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201)1 Nomor 6], Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lakli Lintas dan Retribusi
Papanjangan Ein Mempekejakan Tenaga Asing
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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24.
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Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5338);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lah: Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Tingkat 1 Bone

Nompr § Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negen
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I
Bone [Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008
Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun

27.

28,

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Bone Talun 2014
Nomor 11};

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor
Sk

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8,
Tambzhan Lembaran Dacrah Kabupaten Bone Nomor

6).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENRTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH EKABUPATEN BONE NOMOR
10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN UMUM DENG AN KENDARAAN
BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal }

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelengeara Pemerintah Daecrah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Bone.

Perangkat daerah adalah perangkat daerah dalam lingkup
pemerintahan Kabupaten Bone yang menyelenggarakan wurusan
pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan angkutan umum,
Kepala perangkat daerah adalah perangkat daerah yang
menyeleNggarakan  urusan  pemenntah  daerah  dibidang
perhubungan yang penyelenggaraan angkutan umum.

Badan adalah sekumpul orang-orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, bak yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan Komanditer, perséroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak,
konvestasi, kolektif, dan bentuk usaha tetap.
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Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan
kelengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lal
lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, datas
permukaan tanah, dibawah permukaan tanah/ atau air, serta
diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel

Ruang lalu lintas, jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi
gerak pindah kendaraan, orang dan/ atau barang yang berupa
jalan dan fasilitas pendukung.

Kelancaran lal lintas dan angkutan jplan adalah suatu keadaan
yang berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dan
hambatan dan kemacetan di jalan.

Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan
yang berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan
hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Pengelenggaraan angkutan umum adalah suatu upaya yang
dilakukan untuk memuat barang atau penumpang kedalamn alat
pengankutan guna membawa barang atau penumpang dan tempat
pemuatan Ketempat! tujuan dan menurunkan barang atau
penum pang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan,
Perusahaan angkutan umuam adalah badan hukum yang
menyediakan jasa angicutan orang fatau barang kendaraan
bermotor umum.

Angkutan adalah perpidahan orang dan/ atau barang dari satu
tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas
jalan.

Angkutan umum adalah angkutan penumpang melalul jalan yang
diselenggarakan dengan sistem sewa atau bayar.

Angkutan barang adalah pemindahan barang dani suatu tempat
ketempat lain dengan menggunakan mobil barang, kendaraan
khusus, kereta tempelan dan/ atau ketera gandengan, serta
kendaraan bermotor wumum melalul jalan raya

Anglutan barang umum adalah angkutan barang umum dengan
menggunakan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum,
Angkutan barang khusus adalah anglkutan dengan menggunakan
mobil barang untuk mengangkut barang secara khusus, baik
berupa bahan berbahaya, alat berat, peti kemas, barang dengan
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menggunakan tangki atau barang umum yang tidak dapat
dipotong-potong atau dipisah-pisahkan yang tidak diwajibkan
dilakukan penimbangan.

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan umum
dengan menggunakan kapal atau perahu bermotor yang dilakukan
disungai, waduk, rawa, banjr kanal dan terusan untuk
mengangkut penumpang dan/ atau barang.

19.Angkutan perairan adalah angkutan umum d danau, sungai, dan

20.

21.

22

23

24,

295,

dilaut pesisir dengan menggunakan perahu bermotor atau kapal
bermotor dengan mengangkut orang atau  barang untuk
menghubungkan dari satu daratan ke daratan yang lain dalam
wilayah Kabupaten Bone.

Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan
berbahaya, peti kemas, dan alat berat.

Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya
harus dimuat dengan cara khusus.

kin usaha angkutan umum adalah izin usaha yang dikeluarkan
cleh Bupati Bone atau Pejabat yang ditunjuk untuk Usaha
Angkutan Umum Orang dan / atau barang dalam Daerah, yang
dilakukan cleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional atau
Koperasi atau perorangan.

lzin trayek adalah Pemberina lzin Angkutan dalam trayek kepada
badan hukum atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan
anglatan umum orang dalam daerah.

Izin Angkutan tidak dalam trayek adalah izin untuk pengangkutan
orang/khusus dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang
diberikan kepada perusaan angkutan umum berbentuk badan
hukum atau badan usaha.

Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan
angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan
kendaraan bermotor menyimpang dari trayek yang telah dimiliki,

26, Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk

pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau
mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,
lintasa tetap, dan jenis kendarsan tetap serta berjadwal atau tidak
berjadwal.
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29,

31

32,

33.

34.

39.

36.

37.

Trayek tidak tetap dan tidak terater (tramper) adalah pelayanan
angkutan umum bermotor yang dilakukan secara tidak tetap dan
tidak teratur.

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu
keaaluan jaringan pelayanan angkutan orang,

Rencana wmum jaringan trayek adalah dokumen yarng memuat
rencana jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam
satu kesatuan jaringan.

. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yangd igerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di
atas rel

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendarsan Bermotor
yang digunakan untuk Angkutan barang dan / atau orang
memlalui jalan dengan dipungut bayaran

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Anglkutan orang
yang memiliki tempat duduk maksimal 8 {delapan) orang, iermasuk
antuk pengemudi atau yang beratnya tidak iebih dan 3.500 (tiga
ribty lima ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angiutan orang memiliki
tempat dududk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk wuntuk
pengemtidi atau yang beratnya lebih dan 3500 (tiga rbu lima
ratus) kilogram.

Kendaraan Bermotor Rakitan adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik alat angkutan kendaraan.

Kapal bermotor adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga mekanik dengan
kapasitas tertentu.

Perahu bermotor adalah kendaraan ar dengan bentuk dan jenis
tertentu yang digunakan di sungai, danau, dan di perairan yang
digerakkan dengan tenaga mekanik yang sederhana.

Karma pengawasan adalah turunan dan izin trayek dan senantiasa
harus berada pada setiap kendaraan mobil bus umum dan / atau
mobil penumpang umum yang dioperasikan.

. Surat Jzin® Operasional yang selanjutnya disingkat SIOP adalah

surat izin yang diberikan kepada Pemilik atau Pengusaha Angkutan
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Umum untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum di
sungai, danau dan perairarn.

39. Penyidik adalah Pepbat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.

40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang untuk mencari
serta mengumpaulkan bukt yang dengan bukti itu membuat terang-
terang tindak pidana yang terjadi <an guna menemukan
tersangkanya.

41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang seclanjutnya disingkat PPNS
adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah, dan Peraturan Pelaksanaannya.

42. Penindakan adalah upaya penegakan hukum kepada pelaku

43. pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

44, Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur ketentuan teknis
pelaksanaan umum dengan kendaragn bermotor melahi jalan darat,
sungai, danau, dan perairan.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan
manfaat kepada masyarakat serta aparatur pemerintah dalam
peréncanaan, pengendalian dan  pengawasan  penyelenggaraan
angkutan umym dengan kendaraan bermotor.
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BAB III
ANGKUTAN ORANG

Paragrafl
Umurn
Pasal 4
Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum ¢ jalan darat, wajib memiliki tanda khusus yang melekat
pada badan kendaraan
Penggunaan tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan bentuk dan simbol yang menunjukkan identitas
kegiatan usaha angkutan orang, wilayah operasional serta jenis

layanan angkutan orang,

Pasal 5
Wilayah operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum ¢ jalan darat terbatas pada wiayah administrasi
pemerintahan daerah kabupaten
Wilayah operasional angkutan orang dengan menggunakan
aplikasi online diatur jebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tanda Khusus Kendaraan Angkutan Orang

Pasal 6
Tanda khusus yang dipergunakan pada kendaraan angkutan
orang terdiri dari :
a Logo,
b. Warna;
¢ Angka; dan
d. Tulisan
Logo dan tulisan menunjukkan identitas penyedia jasa dan atau
kegiatan wusaha
Wama, angka dan tulisan menunjukkan wilayah operasional dan
jenis layanan jasa angkutan orang



(4)

{1)

{2)

(3

(1)

(2)

{1)

Tanda khusus berupa warma dan angka yang menunjukkan
wilayah operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupat:.

Pasal7
Bentuk tulisan kendaraan angkutan orang adalah berbentuk
huruf“KAPITAL"
Ukuran tulisan kendaraan angkutan orang disesuaikan dengan
kondisi fisik luar kendaraan
Identitas Kendaraan angkutan orang terdiri dari;
a. Nomor Polisi Xendaraan;
b. Merek Kendaraan; dan
¢ Tahun Pembuatan.

Paragrafl 3
Tanda Khusus Kendaraan Anglkutan Orang Dalam Trayek

Pasal8

Penggunaan warna, angka dan tulisan sebagaimana dimaksud
pasal 6 ayat {3) wajib melekat pada badan kendaraan angkutan
orang dalam trayek.
Penggunaan warna dan angka yang menunjukkan wilayah
operasional angkutan orang dalam trayek ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,

Paragraf4
Tanda Khusus Kendaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal9
Penggunaan logo dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat {2) merupakan tanda khusus yang melekat pada badan
kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang meliputi :
a angkutan Taksj,
angkutan Antar Jemput;
angkutan Karyawan;
anglautan Keperluan Sosial; dan
angkutan Pariwisata.

o o 0o
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{2) Tanda khusus yang melekat pada kendaraan angkutan carter,
sewa khusus dan kawasan tertentu dapat berupa warna, angka,
tulisan dan atau perpaduan diantaranya.

BAB IV
ANGKUTAN BARANG
Bagian Kesatu
Angiagan Barang Umum

Pasal 10

(1) Wilayah operasional angkutan barang umum dengan kendaraan
barang bermoter rakitan terbatas pada wilayah perdesaan.

{2 Wilayah operasional angkutan barang dengan sepeda motor
rakitan dapat beroperast diwilayah perkotaan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a tidak menggangu keamanan, kelancaran dan ketertiban lah
lintas; dan

b tidek melaksanakan kegiatan muat dan bongkar barang di
jalan-jalan protokol yang telah memenuhi persyaratan teknis
dapat dioperasikan di wilayah perdesaan,

Bagian Kedua
Kelas Jalan dan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang

Pasal 11
{1) Kelasjalan berdasarkan rambu-rambu lalu lintasjalan.
{2) Pengaturan mengenai kelas jalan , yaitu
l. jalan kelas I vaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui

Kendaraan Bermotor dengan ukuran lkebar tidek melebthi 2.500
{dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidek melebihi
18.000, (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi
4.200 (empat ribu dua ratus] milimeter, dan muatan sumbu
terperat 10 (sepuluh) ton;



3)

(1)

2 jalan kelas JI, yaitu jalan arteri, kolektor, iokal, dan lingkungan

vang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran jcbar
tidak melebthi 2.500 [dua ribu iima ratus}) milimeter, ukuran
panjang tidak meiebihi 12.000 {dua belas ribu) milimeter,
ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter,
dan muatan sumbu terberat 8 (delapan} ton;

3 jalan ketas IIf, yaiku jalan arteri, kolektor, iokal, dan

lingkungan yang dapat dilalyi Kendaraan Bermotor dengan
ukuran lebar tidak melebithi 2,100 {dua ribu seratus} milimeter,
ukuran panjang tidak melebihi 9000 {sembiian ribu} milimeter,
ukuran paling tnggi 3.500 [tiga ribu lima ratus} milimeter, dan
muatan sumbu terberat 8 [delapan) tory

4, jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalu

Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua
ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang meiebihi 18.000
{delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200
{empat ribu dua ratus} milimeter, dan muatan sumbu terberat
lebih dar 10 {sepuluh) ton.

Muatan yang diangikut tidak boieh melebihi daya angkut dan
kendaraan itu sendiri. Apabila muatan yang dianglkut tersebut 3%
(ima persen} melebihi kapasitas (over capacify) dari kendaraan
angkutan itu sendiri maka petugas yang berwenang dapat
melarang pengemudi untuk meneruskan perjalanan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 12

Untuk menaikkan danjfatau menurunkan barang umum harus
memernithi ketentuan ;

a. Tidak dikkukan diatas badan jalan; dan

b Tidak dilakukan pada jam sibuk muiai pukul 07 00 wita

sampai dengan pukul 14.00 wita



(3)

(4)

(=)

(6)

(1)
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Barang umum yang menonjol melampaui bagian luar belakang
mohil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter.

Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimeter harus diberi
tanda yang dapat memantulkan cahaya yang ditempatkan pada
ujung mugtan.

Apabila barang yang menonjol mengahalangi lampu-lampu atau
pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah
lampu-lampu dan pemantul cahaya

Pemuatan barang umum dalam ruvangan muatan mobil barang
harus disusun dengan baik sehungga beban terdistribusi secara
proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan

Distribusl muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk
masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat
yang diperbolehkan,

BABV
PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu
Pencabutan lzin Usaha Angkutan

Pasal 13

lzin usaha angkutan dicabut apabila:

a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan;

b perusahaan nagkutan tidak melakokan kegiatan wusaha
angloutan;

¢ melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. pengusaha angkutan melampirkan dokumen palsu sewakitu
mengajukan permohonan;

e melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang
tertulis dalam izin usaha angkutan.
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Pencabutant izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3
{tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing
1{satu) bulan

Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha
angkutan untukjangka wakm l(satu) bulan.

Apabila pembekuan izin usaha angkutan dimaksud pada ayat [3)
habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha

angkutan dicabut.

Bagian Kedua
Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayck

Pasal 14
Tata cara pencrbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek meliputi :
a Persyaratan yang harus dipenuhi untuk trayek tetap dan
teratur adalah mcmiliki Izin usaha angkutan dan lzin trayek

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempercleh Ein
usaha angkutan :

a) memiliki Nomor Pokok Wajb Pajak {NPWP),

b memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemochon
yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi
bagi pemohon berbentuk koperasi dan tanda
kependudukan untuk pemohon perorangan;

g Permyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas
penyimpanan kendaraan.

2, Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin
trayek terdiri dari persyaratan administratif dan teknis,
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

a}' Persyaratan Administratif
1) memiliki surat kin usaha angkutan;
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2] menandatangani surat persyaratan kesanggupan
untuk memenuhi seluruh  kewajban  sebagai
pemegang Izin trayek;

3 memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan
yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) sesuai domisili perusahaan dan
fotokopi Buku Uji Kendaraan;

4 menguasai fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan
bermotor yang dibuktikkan dengan gambar lokasi dan
bangunan  serta  surat keterangan mengenai
kepemilikan dan penguasaan;

5 memiliki atau bekerjasama dengan pihak [ain yang
mampu  menycdiakan  fasilitas pemcliharaaan
kendaraan bermotof sehingga dapat merawat
kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

€ surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan
dan sumber daya manusia;

7) surat keterangan komitmen wusaha seperti jenis
pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar
pelayanan yang diteraplkan;

8 surat pertimbangan dari Bupati, dalam hal ini Dinas
Kabupaten/ Kota yang membidangi Angkutan.

by Persyaratan Teknis

1) pada trayek yang dimohon masih dimungkinkan
untuk penambahan jumiah kendaraan;

2 prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang
mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.

b Pengajuan Permohonan :

1. permohonan Izin Usaha Angkutan diajukan kepada Bupab
atan Walikota sesuai domisili perusahaan, bak untuk
ka.r;tor pusat maupun kantor cabang;

2. permmohonan Ikzin Trayek diajukan kepada Kepala Dinas
Perhubunga Kabupaten Bone untuk :



g Angkutan Antar Kabupaten/Kota;
b Angkutan Antar Kabupaten/Kota untuk Antar Jemput;
d Angkutan Antar Kota dan Antar Pro Kabupaten/Kota vinsi
untuk Pemadu Moda.
¢ Penyelesaian Permohonan :

1. pemberian izin trayek dan izin usaha diberitahukan atau
ditolak setelah memperhatikan pertimbangan selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah
permohonan diterima lengkap;

2. izin insidentil diberikan kepada perusahaan angkutan yang
telah memiliki fzin trayek untuk menggunakan kendaraan
bermotor cadangannys yang menyimpang dari trayek yang
dimiliki, dengan ketentuan :

d. Masa beriaku izin :

1. izin berlaku untuk jangka waktu 5 tahun;

2. perubahan dan/ atau perpanjangan masa berlakunya,
dilakukan dalam hal :

a) pembaharuan masa berlalu Izin,
b penambahan trayck atau penambahan kendaraan atau
penambahan {rekuensi,

3. pengurangan trayek atan pengurangan kendaraan atau
pengurangan {rekuensy

4, perubahan jam perjalanan;

5 perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute,
perpanjangan rute atau perpendekan rutej,

6. penggantian dokumen perizinan yang hilang dan rusak;

7. pengakhan kepemilikan perusahaan;

8 penggantian kendarasan meliputi peremajaan kendaraan,
perubahan identitas kendaraan dan tukar posisi operasi
kendaraan.

{2) Permohonan lzin insidentii hanya diberikan untuk satu kak
perjalanan pulang pergi, dan berlaku paling lama 14 hari dan tidak

dapat diperpanjang.
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Pasal 15

Pencabutan ljin Trayck dilakukan jika :

a.

(1)

tidak melakukan kegiatan wajib angkut selama 3 ftiga) bulan sejak
ijin dikeluarkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlalna dalam surat
ijin trayek;

tdak melaksanakan daftar ulang 2 {dua) kali berturut-turut;
mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan;

melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;

tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waltu istirahat bagi
pengermnudi;

memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

tidak mematuhi ketentuan tarif angkutan vang telah ditetapkan
pemerintah;

melaktukan kegiatan yang mengganggu kepentingan ketenteraman
dan ketertiban umum; dan

berdasarkan pertimbangan-pertimbangn lain yang obyektif,

BABVI
PENGAWASAN ANGEKUTAN UMUM

Pasal 16

Pengawasan peNgoperasian izin operasional penyé¢lenggaraan
angkutan orang dan angkutan barang dengan kendaraan berrnotor
umum d ruang lal  lintas jalan, dilaksanakan untuk
mengendalikan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jelan
yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan

Aspek-aspek pengawasan dalam upaya mewujudkan pengendalian
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jlan sebagaimana
dimaksud ayat {1} meliputi;



{1)

2

(1)

(2

(3]

Aspek perizinan,
Aspel Pengujian Kendaraan Bermotor;
Tata cara pemuatan;

Daya angkut;
Dimensi kendaraan; dan

™6 AN gP

Klasifikasi kelas jalan yvang dilalui,

Pasal 17
Aspelk Pengawasan Pengoperasian Izin Angkutan orang dan
angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2)
terwuiid dalam bentuk Kartu Pengawasan yang diterbitkan oleh
Dinas Pefhubungan.
Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1} sekurang-
kurangnya memuat aspek pengawasan scbagai berikut;
a ldentitas Kendaraan;
b. Register Nomor Uj Kendaraan;
¢ Register Nomor Perizinan Trayek; dan
d. Daya Angkut Penumpang dan Barang

Pasa)l 18

Objek Kartu Pengawasan yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan

meliputi;

g Kendaraan angkutan orang dengan trayek tidak tetap dan tdak
teratur; dan

b Kendaraan angkutan barang dan angkutan barang khusus.

Tidak termasuk dalam objk kartu pengawasan meliputi :

a. Kendaraan sepeda motor;

b Kendaraan angkutan orang dalam trayek dan

¢ Kendaraan angkutan untuk kepentingan sosial.

Terhadap penyelenggara kegiatan angkutan bermotor yvang menjadi

objek kartu pengawasan dapat memberikan partisipasi pihak ketiga

yang sifatnya tidak mengikat.



(4) Partisipasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) disetor ke
kas daerah.

BAB VII
TARIF ANGHKUTAN UMUM

Pasal 19
(1) Penetapan tarf didasarkan pada kondisi wilayah, sosial dan
ckonomi masyarakat
(2) Penyesuaian tarf angkutan umum kelas ckonomi sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang diatur Jebih lanjut dalam Keputusan
Bupati.
BABVIII
SISTEM INFORMASI MANAJEMENEN FERIZINAN ANGHUTAN

Pasat 20

(1) Dalam hal memudahkan pelaksanaan tugas-tugas Dinas
Perhubungan di bidang angkutan untuk melakukan penyusunan
sistemn informasi manajemen perizinan angkutan dapat dilakukan
dengan cara :

a. metode penclitian;
b. prosedur permohonan izin; dan
¢ pencatatan angkutan,

2} Sistem informasi manajemen perizinan angkutan merupakan
sistem yang terintegrasi yang melibatkan stakeholder yang
berkepentingan sebagai sumber informasi atau pengumpulan data
utarma.
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BAB IX
PERAN SERT A MASYARAHAT

Pasal 21
Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam
proses pengambilan kepufusan dibidang penyelenggaraan
angkutan umum.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan,
masukan terhadap pengembangan, informasi potensi  dap
masalah, serta rencana pengembangan di bidang angkutan umum.
Saran, perimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disampaikan secara tertulis
kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perbubungan Kabupaten
Bone.

BABX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 22
Salah satu pendekatan pembinaan vyang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Bone adalah dengan memberikan
sosialisasi tentang penyelenggaraan angkutan wmum dengan
kendaraan bermotor,
Dinas Perhubungan melakukan pengawasan melalui kart
pengawasan.
Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan berlala
lintas, angkutan jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara
pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan perlu
dilakukan pengendalian penyelenggaraan angkutan umum.
Dalam hal penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan
beringtor "dalam daerah melanggar Peraturan Bupati ini, maka
akan dilakukan penindakan sesuai Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
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BABXI
PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone.

T
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Diundangkan di Watampone
pada tanggal 35 anas Aoy

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 et 208
; ATI BONE,

FAHSAR M. PADJALANGI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

W

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR %



NOMOR TAHUN 2018

TERTANG PELAESANAAN FERATURAN DAERAH
HABUFATEN BONE NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGEUTAN UMUM
DENGAN HENDARAAN BERMOTOR

Contoh I

PEMERINTAH KABUFATEN BONE
DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : . Foros Stadion Lapateu Watampone

TAHUN 2018
KARTU PENGAWASAN
Nomor:

DN'TUE MERGANGEUT BARANG DAN HHUSUE DENGAN MOBIL GVW 2000 EG.
KEATAS

Badasarkan Peraturan Dagah Kebupaten Bone Nomor Tabhur: 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkuan Umum Dengan Kendurasn Bermaor Pasal 50 dan Pasal 51 dan Peraturan Bupeti Bone
Nomor Tahun 2018 ventang Pdaksanaasn Persturan Daeah Kabupaten Bone Nemor Tahun
2017 tentang Penyelenggarsan Anglogtan Umuem Dengnn Kendaraan Bermotor Pasal 27, diberikan
kartu pengawssa n kepada :

Marna

Alamat :

Dari tanggal s sfd

Dengan mempergunaimn meobil Pick Up untuk mengangkut barang/ Orang socara khusus dolam

wilnyah Kabtupaten Bope.
Untuk keperivan tersebut dipergunakan Mobil Truck/ Pick Up GVW 2000 Kg. keates schagai berikut

Idﬂnl::[tl.l Eendaraan Nomor (H Eendarman | Daya Pengan gkut
DD : | Penumpang: orang,
Merk :
Tahun .
Pembuiatan: Barargs 4 Ke
Walamponre,
An BUPATI
Kepola Dinns,
Nip.
T embusan:

I. Ka. Bapende Kab. Bone
2 Ka. Bag Hukum Seids Keb, Bone




PEMERINT AH KABUPATEN BONE

DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : JL. Poros Stadion Lapatau Watampone

TAHUN 2018

Nomor:

TH'IIE MENGANGEUT BARANG DAN HHUBUS DENGAN MOBI, TRICK /PICE UP
VW 2000 KEG. KEBAWAH

Berdasarkan Peraturan Daeab HKabupaten Bone Nomor Tahun 2H7 tentang Penychengguraan
Angluten Umum Dengan Kendaraan Bermotor Pasal 50 dan Pmial 51 den Persturan Bupet Bome
Nomor Tahun 2018 tentang Pdaksanasn Peraturan Decrah Kabupelcn Bone Nomor Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Anghutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor Pasal 27, diberikan
kartu pengawacan kepada :

MNama
Alamnet ;
Daritanggal : a/d

Dengan mempergunakan mdbil Pick Up untuk mengangka barang/ Orang secara khusus dalam
wilayah Kabupaten Bone.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Mobil Trusk/ Pick Up GVW 2000 Kg. kestas scbagai berikut

ldentitas Hendaraan Nomor Tl Kendwraan | Days Fengang kot

CD : Peum pang:  oTang

Merk !

Tihun

Pembuatan: Barang: Kg
Watamnoge,
AnBUFATL

Kepala Dinks,
Nip.
Tembusan:

L Ka Bapenda Hab Bone
2 Ka Bap. Hulum Setda Kab Bone

JD AHBITELIT) OLEH.TIM | /-BUPATI BONE,
HUSUSPENYELARAS & #
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